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ABSTRAK 

Sri Wulandari. 2021.Kebijakan Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 (Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam). Skripsi, Program Studi 

Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing:(I)  

Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag. (II) Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc, MA. 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Netralitas ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 

Hak Asasi Manusia dalam Islam 

 

Skripsi ini membahas tentang kebijakan netralitas ASN yang termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menurut perspektif Hak Asasi Manusia 

dalam Islam. Netralitas disini dimaknai sebagai suatu kondisi dimana 

seorang“pegawai ASN tidak memihak pada kepentingan politik siapapun”dan tidak 

menunjukkan preverensi dukungan terhadap pasangan calon maupun partai politik 

manapun. Sebagai implikasi adanya kebijakan ini adalah terbatasnya kebebasan 

politik dari ASN. Seorang ASN dilarang untuk turut serta menjadi anggota ataupun 

pengurus partai politik. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 28D Ayat 3 

UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan setiap orang untuk 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konsepsi tentang HAM 

kiranya tidak hanya dapat dikaji berdasarkan pandangan Barat saja melainkan juga 

dapat dilihat dari sudut pandang Islam. Berdasarkan permasalahan ini peneliti 

berusaha untuk mengkaji mengenai pembatasan hak politik yang terjadi akibat 

adanya kebijakan netralitas ASN berdasarkan perspektif HAM dalam Islam jika 

ditinjau dari aspek kemaslahatannya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok bahasan pada 

penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan yakni dengan menganalisis dan menelaah peraturan 

perundang-undangan atau regulasi terkait netralitas ASN. Pengumpulan data yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, yaitu dengan cara 

mencari, meneliti, dan mempelajari dokumen-dokumen selain itu juga dengan studi 

pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, 

menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang 

memiliki hubungan dengan pokok pembahasan mengenai pandangan HAM dalam 

Islam terkait kebijakan netralitas ASN. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat aturan perihal netralitas 

ASN dapat dibenarkan menurut perspektif HAM dalam Islam. Hal ini didasarkan 

dengan mempertimbangkan akibat yang terjadi ketika ASN tidak netral serta atas 

pertimbangan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan 

ini  
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MOTTO 

 

 

“Some things are up to us, some things are not up to us” 

 

“Ada hal-hal di bawah kendali (tergantung pada) kita, ada hal-hal yang tidak di 

bawah kendali (tidak tergantung pada) kita” 

 (Epictetus) 
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Kakak-kakakku, Fatimah dan Muhammad Sodiqin, adikku satu-satunya Nur 

Anisa, serta keponakanku Muhammad Faruq Abdul Hafidz, dan seluruh keluarga 

yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.  

 

Seluruh teman-teman yang membantuku, Arti Lestari, Fikrika Khairunisa, 

Wahyunita, Jannatul Aulia, Ratu Balkiyah, Saniatun, Rahmatullah, Ajeng 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 

22 Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta` T Te ت

 Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik diatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 



 

ix 

 

 
 
 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W We و

 Ha` H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya` Y Ye ى

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

نديقعمت  Ditulis muta`aqqidin 

 Ditulis `iddah عدة

 

3. Ta`marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulish. 

ةهب  Ditulis Hibbah 

ةيجز  Ditulis Jizyah 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukanbagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

apabila dikendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

ءايلولأاةماكر  Ditulis Karāmah al auliyā‘ 

 
 

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah 

dandammah ditulist. 

فطرلاةاكز  Ditulis Zakātul-fitri 
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4. Vokal Pendek 

 

 

 

5. Vokal Panjang 
 

1 
Fathah+alif - 

 Ditulis ā – jāhiliyyah جاهلية

2 
Fathah+ya`mati - 

 Ditulis ā – yas`ā يسعى

3 
Kasrah+ya`mati - 

 Ditulis ī – karīm كرمي

4 
Dammah +wawumati - 

 Ditulis ū – furūd فروض

 
6. Vokal Rangkap 
 

1 Fathah +ya` mati - 

مكبين  Ditulis ai- Bainakum 

2 Fathah +wawumati - 

لوق  Ditulis au- Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
 

 Ditulis a`antum أأنتم

 Ditulis u`iddat أعدت

متركشلئن  Ditulis la`in syakartum 

 

8. Kata sandang alif +lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“al”. 
 
 

نآقرلا  Ditulis al-Qur`ān 

سايقلا  Ditulis al-Qiyās 

 

 

 

 Kasrah Ditulis I ـــ

 Fathah Ditulis A ـــ

 Dammah Ditulis U ـــ
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b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 

ءامسلا  Ditulis as-Samā 

مسشلا  Ditulis asy-Syams 

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

ضوفرلايوذ  Ditulis 
Zawī al-furūd atau Zawil 

furūd 

 Ditulis أهل السنة
ahl as-sunnah atau 

ahlusunnah 
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